
BUPATI  BARITO  KUALA
PROVINSI  KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 65 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYETORAN PAJAK DAERAH
DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyetoran pajak

daerah yang sederhana dan akuntabel maka perlu diatur
ola penyetoran pajak daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Barito Kuala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat  Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor
1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
Jenis Pajak Daerah Yang di Pungut Berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia  Nomor 5179);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16
Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi
Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Barito Kuala
(Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010
Nomor 16);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA PENYETORAN PAJAK
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan dengan prinsif otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsif NKRI sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan  Daerah.

4. Bupati  adalah Bupati  Barito Kuala.

5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten
Barito Kuala.

6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah Kepala Dinas Pendapatan  Daerah
Kabupaten Barito Kuala.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi,
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa,
organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak invenstasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

10. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk
jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggarahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih
dari 6 (enam).

11. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

12. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau
keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

13. Pajak Restoran  adalah Pajak atas pelayanan yang disediakan oleh
restoran.

14. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan
dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,
warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

15. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

16. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan
pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di
dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

17. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan
sebagaimana dimaksud didalam peraturan perundang-undangan dibidang
mineral dan batubara.

18. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar
badan jalan, baik disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyesiaan tempat penitipan
kendaraan bermotor.

19. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat
sementara.

20. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia
fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

21. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan
dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

22. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di
bawa permukaan tanah.

23. Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air
tanah.

24. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan Pajak
Daerah.



25. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

26. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SPPD, adalah
surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah.

27. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang
oleh Wajib Pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau
penyetoran pajak yang terutang ke kas daerah atau ke tempat pembayaran
lain yang ditunjuk oleh Bupati.

28. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah surat
ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak.

BAB   II
POLA DAN MEKANISME

Pasal 2

Jenis pajak daerah yang menganut pola self asessment dapat dilakukan
langsung ke Rekening Kas Daerah di Bank Kalsel dengan mengisi Format Surat
Setoran Pajak Daerah (SSPD) terdiri dari :

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran :

2.1. Pajak Rumah makan
2.2. Pajak Jasa Catering

3. Pajak Hiburan :
3.1. Pajak Permainan Biliar
3.2. Pajak Permainan Ketangkasan

4. Pajak Penerangan Jalan
5. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
6. Pajak Parkir
7. Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 3

(1) Penyetoran jenis pajak daerah yang menganut pola office asessment
dilakukan dengan mekanisme :
1. perhitungan dan penetapan pajak daerah
2. penyetoran pajak daerah ke Bank Kalsel oleh Bendahara Penerima atas

sejumlah ketetapan yang dilakukan oleh Kasi Perhitungan dan Penetapan
Pajak dan Retribusi Daerah.

(2) Jenis pajak daerah dimaksud ayat (1) terdiri dari :
1. Pajak Reklame
2. Pajak Air Tanah



BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati  ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito
Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 29 Desember 2015
BUPATI BARITO KUALA,

H. HASANUDDIN MURAD

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 30 Desember  2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2015 NOMOR


